
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5568); 

Republik Negara (Lembaran Indonesia Daerah 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

dimaksud dalam huruf a, maka Belanja Rumah Tangga 

dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati. 

pertimbangan berdasarkan se bagaimana b. bahwa 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 

dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, perlu menyediakan belanja rumah tangga 

dan dana operasional Pimpinan DPRD Kabupaten 

Cirebon; 

BUPATI CIREBON, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BELANJA RUMAH TANGGA DAN DANA OPERASIONAL 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN CIREBON 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 2 TAHUN 2019 

Mengingat 

Menimbang 

NOMOR 2 TAHUN 2019 SERI s. 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON 



7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 69 Tahun 2017 tentang 

Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah 

Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 69, Seri E.64). 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Angota Dewan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 3, 

Seri E.3); 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416), sebagaimana telah beberapakali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6197); 



BAB II 

BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD 

Pasal 2 

( 1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka 

menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang 

Pimpinan DPRD. 

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon. 

2. Bupati adalah Bupati Cirebon. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Cirebon. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Cirebon. 

5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil 

Ketua DPRD. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disebut APBD adalah rencana Keuangan 

tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD 

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

7. Sembilan Bahan Pokok adalah sembilan jenis kebutuhan 

pokok masyarakat menurut Keputusan Menteri 

Perindustrian dan Perdagangan 

N omor 115 / MPP / Kep / 2 / 1998 ten tang J enis Barang 

Kebutuhan Pokok Masyarakat. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA RUMAH 

TANGGA DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON. 

Menetapkan 



(3) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan 

atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi 

dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara, dimana 

untuk Kabupaten Cirebon termasuk dalam kelompok 

tinggi. 

BAB III 

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD 

Pasal 4 

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD merupakan salah satu 

belanja penunjang kegiatan DPRD yang disediakan 

untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan 

dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain 

guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan 

Wakil Ketua DPRD sehari-hari. 

(2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagimana dimaksud 

pada ayat ( 1) diberikan sesuai dengan kemampuan 

keuangan daerah. 

(dua puluh tiga juta rupiah) perbulan; 

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 20.000.000, 

(dua puluh juta rupiah) perbulan. 

23.000.000,- Rp. sebesar a. Ketua DPRD 

(1) Standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan 

DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), 

terdiri dari 9 (sembilan) bahan pokok. 

(2) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), yaitu: 

Pasal 3 

kemampuan keuangan daerah. 

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam 

program dan kegiatan Sekretariat DPRD. 

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas 

rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan 

belanja rumah tangga. 



Anggaran Belanja Rumah Tangga dan Dana Operasional 

Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 

Pasal 4 dibebankan dalam APBD pada Belanja Tidak 

Langsung Sekretariat DPRD. 

Pasal 5 

( 4) Penganggaran dana operasional Pim pinaan D PRD 

disusun secara kolektif oleh Sekretaris D PRD dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Ketua DPRD, paling banyak 6 (enam) kali dari uang 

Representasi Ketua DPRD; 

b. Wakil Ketua DPRD, paling banyak 4 (empat) kali dari 

uang representasi Wakil Ketua DPRD. 

(5) Pemberian dana operasional Pimpinan DPRD dilakukan 

setiap bulan dengan ketentuan: 

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara 

sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; 

dan 

b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan 

dana operasional lainnya. 

(6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah 

pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) tidak digunakan sampai dengan 

akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus 

disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 

tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. 

(7) Dana Operasional Pimpinan DPRD penggunaan harus 

memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efesiensi, dan 

akuntabilitas. 



BERITA D4.ERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI E. 

Diundangkan di Sumber 

pada tanggal 22 JaauAri 2019 

DICKY SAROMI 

TTD 

Pj. BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 

pada tanggal 1 7 Januari 2019 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 


